LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 81/PMK.03/2017

TENTANG :  PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT
TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB:

Nomor A (1) s (2)
Lampiran R (3)
Hal :  Permintaan Pengurangan

Denda Administrasi PBB

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP ........ccvvvviiininnnns

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e reeeeeee e eaeee et (5)
NPWP et e e e e e e e (6)
Jabatan e ee e eea e e (7)
Alamat e eeeeeraaee e e et (8)
Nomor Telepon R (9)
bertindak selaku : [ ] wajib Pajak [ ] wakil [ ]kuasa

dari Wajib Pajak

Nama e e ee e e e (10)
NPWP e e e et aa (11)
Alamat e eeeeeeieeeeaeeraaeeeaeeeriae e et (12)
atas objek pajak:

NOP TP (13)
Alamat e e ee e e e (14)
bersama ini mengajukan pengurangan denda administrasi PBB yang tercantum dalam SKP PBB/STP PBB*):
Nomor e eee e (15)
Tanggal PP (16)
Tahun Pajak e e eeeeeeeeeaeeraaeeeaereiiaraaaee e aareeiaas (17)
Denda administrasi PBB  ©  RP. tiviiiiiiiiiiiiii i i s s e s (18)
Pengurangan sebesar PP (19)

Alasan permintaan pengurangan denda administrasi:

Sehubungan dengan permintaan tersebut, kami informasikan bahwa kami telah melunasi PBB yang tidak atau
kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB/STP PBB*)
sebesar Rp .....ccvvvvnne (21) tanggal ....ocovvviiiiiiiinnnns (22) pada bank .......coviiiiiiiiiiiiis (23) dengan NTPN
............................... (24).

Sebagai kelengkapan permintaan, terlampir disampaikan:
1. Fotokopi SKP PBB/ STP PBB*) yang diajukan pengurangan denda administrasi PBB;

2. Surat kuasa khusus dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa:

S ;

b. ;

Co i dst. (25)

Demikian surat permintaan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

(26)

Keterangan:
1. Beritanda X pada [_] yang sesuai.
2. *) Coret yangtidak sesuai.



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)

Nomor (21)

Nomor (22)

Nomor (23)

Nomor (24)

Nomor (25)
Nomor (26)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENGURANGAN
DENDA ADMINISTRASI PBB

Diisi nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.

Diisi nama kota dan tanggal
ditandatangani.

surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB

Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permintaan pengurangan denda administrasi
PBB.

Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak PBB terdaftar.

Diisi nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permintaan pengurangan
denda administrasi PBB.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat
permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat permintaan pengurangan denda
administrasi PBB dan dalam hal permintaan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, isian ini
tidak perlu diisi.

Diisi alamat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permintaan pengurangan
denda administrasi PBB.

Diisi nomor telepon Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permintaan
pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi nama Wajib Pajak dalam hal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB
ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal surat permintaan pengurangan denda
administrasi PBB ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak dalam hal surat permintaan denda administrasi PBB ditandatangani oleh
wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.

Diisi alamat letak objek pajak.

Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tanggal SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tahun pajak yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.

Diisi jumlah denda administrasi PBB yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.

Diisi persentase pengurangan denda administrasi PBB yang diajukan atau diminta oleh Wajib
Pajak.

Diisi alasan Wajib Pajak mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi jumlah PBB terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan
denda administrasi PBB yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB dan dalam hal pembayaran
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing pembayaran.

Diisi tanggal pembayaran PBB yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tanggal pembayaran.

Diisi nama bank tempat pembayaran PBB yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal
pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tempat pembayaran.

Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat
Setoran Pajak pembayaran PBB yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal pembayaran
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing NTPN.

Diisi jenis dokumen yang dilampirkan.

Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang mengajukan permintaan
pengurangan denda administrasi PBB.



B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMINTAAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (2)

Lampiran R (4)

Sifat P (5)

Hal :  Pengembalian Permintaan Pengurangan

Denda Administrasi PBB

Yth. e

............................................... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .................... (7) tanggal .............ees (8) yang diterima tanggal

............ (9) hal Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB atas SKP PBB/STP PBB*) nomor ............. (10)

tanggal ................ (11), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, permintaan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal ... (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 dengan penjelasan sebagai
berikut:

R ;
b, ;
G i, dst. (13)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permintaan Saudara kami kembalikan dan Saudara dapat/tidak

dapat*) mengajukan permintaan kembali.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMINTAAN
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi jumlah lampiran.

Diisi sifat surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat permintaan diterima.

Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tanggal SKP PBB atau STP PBB.

Diisi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
Diisi penjelasan ketentuan yang tidak terpenuhi.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai



C. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN DALAM
RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Permintaan Dokumen, Data, Informasi,

Dan/ Atau Keterangan Dalam Rangka

Pengurangan Denda Administrasi PBB
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ................ (5)tanggal ...l (6) hal Permintaan

Pengurangan Denda Administrasi PBB atas SKP PBB/STP PBB*) nomor ................. (7) tanggal ............... (8),

dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

1 ;
2 e ;
1 dst. (9)

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar
diberikan kepada:

nama et eeeeee e ee e eee e et e e e e e et (10)
jabatan PP (11)
tempat e eaeeeaeeeeaaeeea e e aee e eee e e eeeaaeeeaaeeaaa et et e e e raas (12)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permintaan Saudara tetap diproses sesuai
dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tanggal SKP PBB atau STP PBB.

Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimintakan kepada Wajib
Pajak.

Diisi nama petugas yang meneliti permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi jabatan petugas yang meneliti permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan
akan diberikan.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Diisi salah satu pilihan yang sesuai.



D. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Permintaan Dokumen, Data, Informasi,

Dan/Atau Keterangan Tambahan Dalam

Rangka Pengurangan Denda Administrasi PBB
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ................. (5) tanggal ....cooeeiiiiinit (6) hal Permintaan

Pengurangan Denda Administrasi PBB atas SKP PBB/STP PBB*) nOmoOr .............vcuues (7) tanggal ......cceennenen (8),

dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

wN e

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy
tersebut agar diberikan kepada:

nama et eeeaaee e aeeeaeeeeaeeeea e e aee e eeerateeeee e e e aaa et et e e e e aaaree et (10)
jabatan ettt eeeeee e eeeeaee e e e e et e e e e e e e e (11)
tempat PP (12)
paling lama ............... (13) hari kerja sejak tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permintaan Saudara tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (15)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB

Diisi kepala surat.
Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tanggal SKP PBB atau STP PBB.

Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang dimintakan kepada
Wajib Pajak.

Diisi nama petugas yang meneliti permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi jabatan petugas yang meneliti permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan
tambahan akan diberikan.

Diisi jangka waktu paling lama dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan
harus diberikan (angka dan huruf).

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Diisi salah satu pilihan yang sesuai.



E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI TERKAIT PENGURANGAN
DENDA ADMINISTRASI PBB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)
Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Dalam
Rangka Pengurangan Denda Administrasi PBB

Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............. (5) tanggal ................ (6) hal Permintaan
Pengurangan Denda Administrasi PBB atas SKP PBB/ STP PBB*) nomor ............... (7) tanggal .....ccevvuvenn (8),

dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib
Pajak, dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pengurangan denda administrasi PBB
Saudara pada:

hari/tanggal e ; (9)
lokasi e ; (10)

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan
memberikan bantuan seperlunya kepada petugas.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU
KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI TERKAIT PENGURANGAN
DENDA ADMINISTRASI PBB

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB .

Diisi tanggal SKP PBB atau STP PBB.

Diisi hari dan tanggal peninjauan lokasi dilaksanakan.

Diisi lokasi dilaksanakannya peninjauan.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Diisi salah satu pilihan yang sesuai.



F. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ...vvvvveeesiieriennnn. (1)

TENTANG
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/
SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama .................. (2) nomor ........... (3)
tanggal ........coeneeen (4) yang diterima oleh .................... (5) tanggal ............... (6)
berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nOmor ................. (7) tanggal
.................. (8), diajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB atas SKP
PBB/STP PBB*) nomor .............cccouene. (9) tanggal ............... (10) Tahun Pajak
................... (11);

bahwa atas permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai laporan penelitian pengurangan denda administrasi PBB nomor .............. (12)
tanggal ............. (13);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Denda
Administrasi PBB Atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan/Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan*);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda
Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
PBB ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*).,

1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permintaan pengurangan
denda administrasi PBB Wajib Pajak dalam suratnya nomor ............... (3) tanggal
................. (4).

2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah denda administrasi PBB dalam sKP PBB/ STP
PBB*) nomor ............ (9) tanggal ....oovvinennnnnn (10) Tahun Pajak .................. (11)

atas:

Wajib Pajak s (2)

NPWP e (14)

Alamat Wajib Pajak @ o s (15)

NOP PP (16)

Alamat Objek Pajak .o e (17)

sebesar R T ) (18)

dari besarnya denda administrasi PBB.

Penghitungan besarnya denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA
adalah sebagai berikut:

1.
2.

3.

denda administrasi

besarnya pengurangan

(hevnnennnn % (20) X Rp vevvvvviiiinnenns (19))
denda administrasi setelah pengurangan

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur
Jenderal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak
2. Direktur Jenderal Pajak

Ditetapkandi ................. (24)
pada tanggal ................. (25)

. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.................................... (26)



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)
Nomor (27)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB

Diisi nomor keputusan.

Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permintaan pengurangan denda administrasi
PBB.

Diisi nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi nama KPP yang menerima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima.
Diisi nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tanggal SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tahun pajak yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.

Diisi nomor laporan penelitian pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi tanggal laporan penelitian pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.

Diisi alamat objek pajak.

Diisi persentase pengurangan denda administrasi PBB yang diberikan (dalam angka dan
huruf).

Diisi jumlah denda administrasi PBB yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.
Diisi persentase pengurangan atas denda administrasi PBB dalam angka.
Diisi jumlah pengurangan atas denda administrasi PBB.

Diisi jumlah denda administrasi PBB setelah pengurangan (nomor 19 dikurangi dengan nomor
21).

Diisi Kepala KPP penerbit SKP PBB atau STP PBB.

Diisi nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Diisi tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Diisi nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



G. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB:

Nomor L (1) (2)
Lampiran S (3)
Hal :  Pencabutan Permintaan Pengurangan

Denda Administrasi PBB

Yth. Direktur Jenderal Pajak

u.b. Kepala KPP .....cccvviiiiiiiiiinnns

.................................................. (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e ee e eea e e (5)
NPWP PP (6)
Jabatan e (7)
Alamat et e eea e e (8)
Nomor Telepon P (9)
bertindak selaku : |:| Wajib Pajak |:| wakil |:| kuasa

dari Wajib Pajak

Nama e eeeeeeieeeeaeeraaeeeaeeeriae e et (10)
NPWP e eee et aeea (11)
Alamat PP (12)
atas objek pajak:

NOP et e e e (13)
Alamat e eeeeeeieeeeaeeraaeeeaeeeriae e et (14)
bersama ini mengajukan pencabutan atas surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB:
Nomor e eeeereeeeaeeraeeaaeeeiaaraaaee e aareeiaas (15)
Tanggal e eee e e e (16)
Perihal Surat PP (17)
Penandatangan e aeeeeeeeeeeeaeeraaeeeaeee e aaaee e aareeiaas (18)
Bertindak selaku e e e e e et (19)
Nomor tanda terima PP (20)
Tanggal tanda terima s (21)

Alasan pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi :

Demikian pencabutan atas surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB kami sampaikan untuk dapat
disetujui.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

(23)

Keterangan:
1. Beritanda X pada [_] yang sesuai.
2. *) Coret yangtidak sesuai.



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB

Diisi nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.

Diisi nama kota dan tanggal surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB
ditandatangani.

Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permintaan pengurangan denda
administrasi PBB.

Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak PBB terdaftar.

Diisi nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan
pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat
pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan pengurangan
denda administrasi PBB dan dalam hal permintaan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, isian
ini tidak perlu diisi.

Diisi alamat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan
pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi nomor telepon Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan
permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi nama Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi
PBB ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan permintaan
pengurangan denda administrasi PBB ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan permintaan denda administrasi PBB
ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.

Diisi alamat objek pajak.

Diisi nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi perihal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi nama penandatangan surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi Wajib Pajak, wakil, atau kuasa.

Diisi nomor tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima.

Diisi alasan Wajib Pajak mengajukan pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi
PBB.

Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang mengajukan pencabutan
permintaan pengurangan denda administrasi PBB.



H. CONTOH FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN PERMINTAAN PENGURANGAN DENDA
ADMINISTRASI PBB:

1. DALAM HAL PENCABUTAN PERMINTAAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB DISETUJUI:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)

Sifat P (4)

Hal :  Persetujuan Pencabutan Permintaan

Pengurangan Denda Administrasi PBB

Yth. e

............................................... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............. (6) tanggal ............... (7) yang diterima tanggal
............ (8) hal Pencabutan Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB nomor ............... (9) tanggal
................. (10), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan diterimanya surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB Saudara,
permintaan pengurangan denda administrasi PBB Saudara belum diterbitkan Surat Keputusan tentang
Pengurangan Denda Administrasi PBB Atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan/Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan*).

2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan

Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan
Bangunan, Yang Tidak Benar, pencabutan permintaan denda administrasi PBB Saudara disetujui.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN PERMINTAAN
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB DALAM HAL PENCABUTAN
PERMINTAAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB DISETUJUI

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi sifat surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima.
Diisi nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



2. DALAM HAL PENCABUTAN PERMINTAAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB DITOLAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)
Nomor S (2) e (3)
Sifat 1 (4)
Hal Penolakan Pencabutan Permintaan
Pengurangan Denda Administrasi PBB
Yth. e
............................................... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............... (6) tanggal ............. (7) yang diterima tanggal
............... (8) hal Pencabutan Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB nomor .......... (9) tanggal
.......... (10), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian kami, permintaan pengurangan denda administrasi PBB Saudara telah diterbitkan

Surat Keputusan tentang Pengurangan Denda Administrasi PBB Atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan
Bangunan/Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan*) nomor ........... (11) tanggal .............. (12).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan
Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan
Bangunan, Yang Tidak Benar, pencabutan permintaan denda administrasi PBB Saudara ditolak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN PERMINTAAN
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB DALAM HAL PENCABUTAN
PERMINTAAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB DITOLAK

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi sifat surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima.
Diisi nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi nomor surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi tanggal surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR:

Nomor A (1) s (2)
Lampiran R (3)
Hal :  Permohonan Pengurangan SPPT/SKP PBB*)

Yang Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP ........ccvvvviiininnnns

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e reeeeeee e eaeee et (5)
NPWP et e e e e e e e (6)
Jabatan e ee e eea e e (7)
Alamat e eeeeeraaee e e et (8)
Nomor Telepon R (9)
Bertindak selaku : [ ] wajib Pajak [ ] wakil [ ]kuasa

dari Wajib Pajak

Nama e e ee e e e (10)
NPWP e e e et aa (11)
Alamat e eeeeeeieeeeaeeraaeeeaeeeriae e et (12)
atas objek pajak:

NOP TP (13)
Alamat e e ee e e e (14)

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan yang pertama/kedua*) atas SPPT/SKP PBB*) yang tidak
benar:

Nomor PP (15)
Tanggal e (16)
Tahun Pajak e e e e e et (17)
Yang semula L R D e (18)
Menjadi L R s (19)

Alasan permohonan pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar:

NJOP Bumi : ........ M2 X RP oeveeereans /m?2 =
NJOP Bangunan : ........ MZXRP ceevnrrennnn. /m?2

NJOP : (1+2)

NJOPTKP

NJOP untuk penghitungan PBB (3-4)
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 40% x (5)
PBB yang terutang : 0,5% x NJKP

NounswnN =

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:
1. Fotokopi SPPT/SKP PBB*) yang diajukan pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar;

2. Surat kuasa khusus dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa:

= ;

b, e ;

Co it dst. (22)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

(23)

Keterangan:
1. Beri tanda X pada |:| yang sesuai.
2. *) Coret yang tidak sesuai.



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN
PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR

Diisi nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
Diisi nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.

Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB
yang tidak benar.

Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak PBB terdaftar.

Diisi nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan
SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat
permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pengurangan SPPT atau
SKP PBB yang tidak benar. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, isian
ini tidak perlu diisi.

Diisi alamat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi nomor telepon Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi nama Wajib Pajak dalam hal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal surat permohonan pengurangan SPPT
atau SKP PBB yang tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak dalam hal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang
tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB.
Diisi alamat letak objek pajak.
Diisi nomor SKP PBB yang diajukan permohonan pengurangan.

Dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT isian ini diisi sesuai dengan
ketentuan penomoran SPPT yang berlaku.

Diisi tanggal SPPT atau SKP PBB.
Diisi tahun pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB.

Dalam hal permohonan yang pertama diisi dengan jumlah PBB yang terutang yang tercantum
dalam SPPT atau SKP PBB. Dalam hal permohonan yang kedua diisi dengan jumlah PBB terutang
yang tercantum dalam surat keputusan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar yang
pertama.

Diisi jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak.

Diisi alasan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Diisi penghitungan besarnya PBB yang terutang menurut Wajib Pajak.

Diisi jenis dokumen yang dilampirkan.

Diisi tanda tangan dan nama pemohon.



J. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK
BENAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) (3)

Lampiran P (4)

Sifat L s (5)

Hal :  Pengembalian Permohonan Pengurangan

SPPT/SKP PBB*) Yang Tidak Benar
Yang Pertama/Kedua*)

Yth. e

............................................... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............. (7) tanggal ............. (8) yang diterima tanggal ........... (9)

hal Permohonan Pengurangan SPPT/SKP PBB*) Yang Tidak Benar atas SPPT/SKP PBB*) yang pertama/kedua*)

NOMOF ..uvviuiinnnns (10) tanggal ............... (11), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
............... (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 dengan penjelasan sebagai berikut:
= ;

b, ;
Co i dst. (13)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara dapat/tidak

dapat*) mengajukan permohonan kembali.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor (10)

Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)
Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR

Diisi kepala surat.
Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi jumlah lampiran.

Diisi sifat surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar dari Wajib
Pajak.

Diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar dari Wajib
Pajak.

Diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar diterima.

Diisi nomor SKP PBB. Dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, isian
ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku.

Diisi tanggal SPPT atau SKP PBB.

Diisi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
Diisi penjelasan ketentuan yang tidak terpenuhi.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.
Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



K. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN DALAM
RANGKA PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Permintaan Dokumen, Data, Informasi,

Dan/Atau Keterangan Dalam Rangka

Pengurangan SPPT/SKP PBB)* Yang

Tidak Benar Berdasarkan Permohonan
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ................. (5) tanggal .......cecvvinnenn. (6) hal Permohonan

Pengurangan SPPT/SKP PBB*) Yang Tidak Benar atas SPPT/SKP PBB*) Yang Pertama/Kedua*) nomor
................... (7) tanggal ................. (8), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data,

informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

....................................... dst. (9)

W=

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy
tersebut agar diberikan kepada:

nama ettt eeeeee e ee e et e e et e e e e e et e e res (10)
jabatan PP (11)
tempat e eaeeeaeeeeaaeeea e e aee e eee e e eeeaaeeeaaeeaaa et et e e e raas (12)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan Saudara tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan /atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN DALAM RANGKA PENGURANGAN SPPT ATAU SKP
PBB YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi nomor surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Nomor (7) : Diisi nomor SKP PBB. Dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, isian
ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek Pajak.

Nomor (8) : Diisi tanggal SPPT atau SKP PBB.

Nomor (9) : Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimintakan kepada Wajib
Pajak.

Nomor (10) : Diisi nama petugas yang meneliti permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar.

Nomor (11) : Diisi jabatan petugas yang meneliti permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar.

Nomor (12) : Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan
akan diberikan.

Nomor (13) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (14) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan *) : Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



L. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
DALAM RANGKA PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Permintaan Dokumen, Data, Informasi,

dan/atau Keterangan Tambahan Dalam

Rangka Pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang

Tidak Benar Berdasarkan Permohonan
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............. (5) tanggal ................ (6) hal Permohonan
Pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar atas SPPT/SKP PBB*) Yang Pertama/Kedua*) nomor ............ (7)
tanggal ........... (8), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
P ;

2 e ;
R dst. (9)

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut
agar diberikan kepada:

nama et eeeaaee e aeeeaeeeeaeeeea e e aee e eeerateeeee e e e aaa et et e e e e aaaree et (10)
jabatan ettt eeeeee e eeeeaee e e e e et e e e e e e e e (11)
tempat PP (12)
paling lama .............. (13) hari kerja sejak tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan Saudara tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (15)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN SPPT
ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi nomor SKP PBB. Dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, isian
ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek Pajak.

Diisi tanggal SPPT atau SKP PBB.

Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang dimintakan kepada
Wajib Pajak.

Diisi nama petugas yang meneliti permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar.

Diisi jabatan petugas yang meneliti permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar.

Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan
tambahan akan diberikan.

Diisi jangka waktu paling lama dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan
harus diberikan (angka dan huruf)

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



M. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI TERKAIT PENGURANGAN SPPT
ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Dalam

Rangka Pengurangan SPPT/SKP PBB*)

Yang Tidak Benar
YEh. o
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ................ (5) tanggal .............. (6) hal Permintaan

Pengurangan SPPT/SKP PBB*) Yang Tidak Benar nomor ................. (7) tanggal ............... (8), dengan ini

diberitahukan bahwa akan dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak,
dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar
Saudara pada:

hari/tanggal e ; (9)
lokasi e ; (10)

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan
memberikan bantuan seperlunya kepada petugas.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU
KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI TERKAIT PENGURANGAN SPPT
ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) :  Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) :  Diisi nomor surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Nomor (7) :  Diisi nomor SKP PBB. Dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, isian
ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek Pajak.

Nomor (8) : Diisi tanggal SPPT atau SKP PBB.

Nomor (9) : Diisi hari dan tanggal peninjauan lokasi dilaksanakan.

Nomor (10) : Diisi lokasi dilaksanakannya peninjauan.

Nomor (11) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (12) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan *) : Diisi salah satu pilihan yang sesuai.



N. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR KARENA
PERMOHONAN WAIJIB PAJAK:

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ...vvvveeeeieiiinennn. (1)

TENTANG

PENGURANGAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG/
SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN¥*)
YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak yang pertama/kedua*) atas nama ............ (2)
NOMOr .....vvuvuns (3) tanggal ........... (4) yang diterima oleh ............. (5) tanggal
............ (6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor ........... (7)
tanggal .............. (8), Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan SPPT /SKP
PBB*) yang tidak benar nomor .......... (9) tanggal ............. (10) Tahun Pajak
............. (11);

bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai laporan penelitian pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar nomor
............... (12) tanggal ............. (13);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan*)
Yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda
Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG/SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*) YANG TIDAK
BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan
SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar dalam surat Wajib Pajak nomor ......... (3) tanggal
............ (4).

2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah PBB yang terurang dalam SPPT/SKP PBB*)
NOMOF ..vvvvinennen (9) tanggal ............ (10) Tahun Pajak ........... (11)

atas:

Wajib Pajak e (2)

NPWP s (14)

Alamat Wajib Pajak e (15)

NOP P (16)

Alamat Objek Pajak e (17)

Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah
sebagai berikut:

_ Luas (m?2) NJOP/m? (Rp) Keteta
Uraian
Bumi Bangunan Bumi Bangunan pan
Semula ... (19) ... (20) ... (21) ... (22) ... (23)
Pengurangan ... (24) ... (25) ... (26) ... (27) ... (28)
Menjadi ... (29) ... (30) .. (31) .. (32) .. (33)




KEEMPAT

KELIMA

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur
Jenderal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak
2. Direktur Jenderal Pajak

Ditetapkandi ................. (35)
pada tanggal ................. (36)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.................................... (37)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP
PBB YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor (1) : Diisi nomor keputusan.

Nomor (2) : Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB
yang tidak benar.

Nomor (3) : Diisi nomor surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Nomor (4) : Diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Nomor (5) : Diisi nama KPP yang menerima surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar.

Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan diterima.

Nomor (7) : Diisi nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Nomor (8) : Diisi tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Nomor (9) : Diisi nomor SKP PBB. Dalam hal yang diajukan pengurangan adalah SPPT, isian ini diisi sesuai

dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek Pajak.
Nomor (10) : Diisi tanggal SPPT atau SKP PBB.
Nomor (11) : Diisi tahun pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB.
Nomor (12) : Diisi nomor laporan penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Nomor (13) : Diisi tanggal laporan penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Nomor (14) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (15) : Diisi alamat Wajib Pajak.
Nomor (16) : Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB.
Nomor (17) : Diisi alamat objek pajak.
Nomor (18) : Diisi PBB yang terutang berdasarkan hasil penelitian pengurangan dengan angka dan huruf.
Nomor (19) : Diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKP PBB.
Nomor (20) : Diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKP PBB.
Nomor (21) : Diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT atau SKP PBB.
Nomor (22) : Diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPT atau SKP PBB.
Nomor (23) : Diisi jumlah PBB yang terutang sesuai SPPT atau SKP PBB.

Nomor (24) : Diisi pengurangan luas bumi hasil penelitian pengurangan.

Nomor (25) : Diisi pengurangan luas bangunan hasil penelitian pengurangan.

Nomor (26) : Diisi pengurangan NJOP bumi per m2 hasil penelitian pengurangan.

Nomor (27) : Diisi pengurangan NJOP bangunan per m? hasil penelitian pengurangan.
Nomor (28) : Diisi pengurangan jumlah PBB yang terutang hasil penelitian pengurangan.
Nomor (29) : Diisi luas bumi hasil penelitian pengurangan.

Nomor (30) : Diisi luas bangunan hasil penelitian pengurangan.

Nomor (31) : Diisi NJOP bumi per m2 hasil penelitian pengurangan.

Nomor (32) : Diisi NJOP bangunan per m? hasil penelitian pengurangan.

Nomor (33) : Diisi jumlah PBB yang terutang hasil penelitian pengurangan.

Nomor (34) : Diisi Kepala KPP penerbit SPPT atau SKP PBB.

Nomor (35) : Diisi nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (36) : Diisi tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (37) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Nomor (38) : Diisi nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Dalam hal surat keputusan pengurangan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar diterbitkan atas
permohonan kedua Wajib Pajak, maka pada diktum KETIGA surat keputusan menjadi:

KETIGA :  Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah
sebagai berikut:
_ Luas (m?2) NJOP/m? (Rp) Keteta
Uraian
Bumi Bangunan Bumi Bangunan pan
Semula ... (19) ... (20) .. (21) ... (22) ... (23)
Pengurangan Pertama ... (24) ... (25) ... (26) ... (27) ... (28)
Pengurangan Kedua ... (39) ... (40) ... (41) ... (42) ... (43)
Menjadi ... (29) ... (30) ... (31) ... (32) ... (33)
Nomor (39) : Diisi pengurangan kedua luas bumi hasil penelitian pengurangan.
Nomor (40) : Diisi pengurangan kedua luas bangunan hasil penelitian pengurangan.
Nomor (41) . Diisi pengurangan kedua NJOP bumi per m2 hasil penelitian pengurangan.
Nomor (42) :  Diisi pengurangan kedua NJOP bangunan per m?2 hasil penelitian pengurangan.
Nomor (43) : Diisi pengurangan kedua jumlah PBB yang terutang hasil penelitian pengurangan.

Keterangan *) : Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



0. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK

BENAR:
Nomor A (1) s (2)
Lampiran R (3)
Hal : Pencabutan Permohonan Pengurangan SPPT/

SKP PBB*) Yang Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP ........ccvvviiiininnnns

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e reeeeeee e eaeee et (5)
NPWP et e e e e e e e (6)
Jabatan e ee e eea e e (7)
Alamat e eeeeeraaee e e et (8)
Nomor Telepon R (9)
bertindak selaku : [ ] wajib Pajak [ ] wakil [ ]kuasa

dari Wajib Pajak

Nama e e ee e e e (10)
NPWP e e e et aa (11)
Alamat e eeeeeeieeeeaeeraaeeeaeeeriae e et (12)
atas objek pajak:

NOP TP (13)
Alamat e e ee e e e (14)

bersama ini mengajukan pencabutan atas surat permohonan pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar
yang pertama/kedua*):

Nomor PP (15)
Tanggal e (16)
Perihal Surat e eeeeaaee e e a e (17)
Penandatangan PP (18)
Bertindak selaku e e eeeeeeeeeaeeraaeeeaereiiaraaaee e aareeiaas (19)
Nomor tanda terima e e e e (20)
Tanggal tanda terima PP (21)

Alasan pencabutan permohonan pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar:

Demikian surat pencabutan atas permohonan pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar kami sampaikan
untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

(23)

Keterangan:
1. Beri tanda X pada |:| yang sesuai.
2. *) Coret yang tidak sesuai.



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN PENGURANGAN
SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR

Diisi nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.

Diisi nama kota dan tanggal surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB
yang tidak benar ditandatangani.

Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT
atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak PBB terdaftar.

Diisi nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permohonan
pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat
pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permohonan pengurangan
SPPT atau SKP PBB yang tidak benar dan dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, isian
ini tidak perlu diisi.

Diisi alamat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permohonan
pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi nomor telepon Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan
permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi nama Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB
yang tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan permohonan
pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari
Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP
PBB yang tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB.

Diisi alamat objek pajak.

Diisi nomor surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi perihal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi nama penandatangan surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Diisi Wajib Pajak, wakil, atau kuasa.

Diisi nomor tanda terima permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi tanggal permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar diterima.

Diisi alasan Wajib Pajak mengajukan pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB
yang tidak benar.

Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang mengajukan pencabutan
permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.



P. CONTOH FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB
YANG TIDAK BENAR:

1. DALAM HAL PENCABUTAN PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR
DISETUJUI:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat P (4)
Hal 1 Persetujuan Pencabutan Permohonan

Pengurangan SPPT/SKP PBB*) Yang

Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*)
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ................ (6) tanggal .............. (7) yang diterima tanggal
........... (8) hal Pencabutan Permohonan Pengurangan SPPT/SKP PBB*) Yang Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*)
NOMOF tvvviveennnen. (9) tanggal .............. (10), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan diterimanya surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar

Saudara, permohonan pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar Saudara belum diterbitkan Surat
Keputusan tentang Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi
Dan Bangunan*) Yang Tidak Benar.

2. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan
Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan
Bangunan, Yang Tidak Benar, pencabutan permohonan pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar
Saudara disetujui.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN PERMOHONAN
PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR DALAM HAL
PENCABUTAN PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG
TIDAK BENAR DISETUJUI

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi sifat surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi tanggal surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar.

Diisi tanggal surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar
diterima.

Diisi nomor surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



2. DALAM HAL PENCABUTAN PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR
DITOLAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat P (4)
Hal :  Penolakan Pencabutan Permohonan

Pengurangan SPPT/SKP PBB*) Yang

Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*)
Yth. e
............................................... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .......... (6) tanggal ............ (7) yang diterima tanggal
............. (8) hal Pencabutan Permohonan Pengurangan SPPT/SKP PBB*) Yang Tidak Benar Yang
Pertama/Kedua*) nomor ............ (9) tanggal .............. (10), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai
berikut:

1. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar Saudara telah
diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan

Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan*) Yang Tidak Benar nomor ................ (11) tanggal ............. (12).

2. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor / PMK.03/2017 tentang Pengurangan
Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan
Bangunan, Yang Tidak Benar, pencabutan permohonan pengurangan SPPT/ SKP PBB*) yang tidak benar
Saudara ditolak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN PERMOHONAN
PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR DALAM HAL
PENCABUTAN PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB
YANG TIDAK BENAR DITOLAK

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi sifat surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi tanggal surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar.

Diisi tanggal surat pencabutan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar
diterima.

Diisi nomor surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Diisi nomor surat keputusan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal surat keputusan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



Q. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR:

Nomor R (1) e (2)
Lampiran T (3)
Hal . Permohonan Pembatalan SPPT/SKP

PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar
Yang Pertama/Kedua*)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP ........ccovvvviiininnnns

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e reeeeeee e eaeee et (5)
NPWP et e e e e e e e (6)
Jabatan e ee e eea e e (7)
Alamat e eeeeeraaee e e et (8)
Nomor Telepon TP (9)
Bertindak selaku : [ ] wajib Pajak [ ] wakil [ ]kuasa

dari Wajib Pajak

Nama e (10)
NPWP ettt ea (11)
Alamat e eeeeeeeeeraee e et (12)
atas objek pajak:

NOP PP (13)
Alamat e (14)

bersama ini mengajukan permohonan pembatalan yang pertama/kedua*) atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang
tidak benar:

Nomor e e eea e e e, (15)
Tanggal e reeeeeee e eaeee et (16)
Tahun Pajak e (17)
Pajak Terutang e eea e e e (18)

Alasan permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar:

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:
1. Asli SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang diajukan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar;

2. Surat kuasa khusu dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa:

= ;

b, ;

Co i dst. (20)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

(21)

Keterangan:
1. Beritanda X pada [ ] yang sesuai.
2. *) Coret yang tidak sesuai.



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN
SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR

Diisi nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
Diisi nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.

Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau
STP PBB yang tidak benar.

Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak PBB terdaftar.

Diisi nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan
SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat
permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan SPPT, SKP
PBB, atau STP PBB yang tidak benar. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang
pribadi isian ini tidak perlu diisi.

Diisi alamat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pembatalan
SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi nomor telepon Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi nama Wajib Pajak dalam hal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
yang tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal surat permohonan pembatalan SPPT,
SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak dalam hal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
yang tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.
Diisi alamat letak objek pajak.

Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB yang diajukan permohonan pembatalan SKP PBB atau STP PBB
yang tidak benar. Dalam hal yang diajukan permohonan adalah SPPT isian ini diisi sesuai dengan
ketentuan penomoran SPPT yang berlaku.

Diisi tanggal SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKP
PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi tahun pajak yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi jumlah PBB terutang yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi alasan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.
Diisi jenis dokumen yang dilampirkan.

Diisi tanda tangan dan nama pemohon.



R. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG
TIDAK BENAR:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)

Lampiran R (4)

Sifat P (5)

Hal :  Pengembalian Permohonan

Pembatalan SPPT/SKP PBB/
STP PBB*) Yang Tidak Benar
Yang Pertama/Kedua*)

Yth. e

............................................... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............... (7) tanggal ............. (8) yang diterima tanggal .......... (9)

hal Permohonan Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*) atas SPPT/ SKP

PBB/STP PBB*) nomor .................. (10) tanggal .............. (11), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
..................... (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 dengan penjelasan sebagai
berikut:

R ;
o ;
G it dst. (13)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara dapat/tidak

dapat*) mengajukan permohonan kembali.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN
SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) :  Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) :  Diisi jumlah lampiran.

Nomor (5) : Diisi sifat surat.

Nomor (6) : Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) :  Diisi nomor surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar dari
Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
dari Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
diterima.

Nomor (10) :  Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB. Dalam hal yang diajukan permohonan pembatalan adalah
SPPT, isian ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku.

Nomor (11) : Diisi tanggal SPPT atau SKP PBB.

Nomor (12) : Diisi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi penjelasan ketentuan yang tidak terpenuhi.

Nomor (14) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (15) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan *) : Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



S. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN DALAM
RANGKA PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Permintaan Dokumen, Data, Informasi,

dan/atau Keterangan Dalam Rangka

Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*)

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .................. (5) tanggal .......eonnee (6) hal Permohonan

Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*) atas SPPT/SKP PBB/STP PBB¥*)
NOMOI ...eveennnnen. (7) tanggal .............. (8), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data,

informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
P ;

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar
diberikan kepada:

nama et eeeaaee e aeeeaeeeeaeeeea e e aee e eeerateeeee e e e aaa et et e e e e aaaree et (10)
jabatan ettt eeeeee e eeeeaee e e e e et e e e e e e e e (11)
tempat PP (12)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/ atau softcopy, surat permohonan Saudara tetap diproses
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI
DAN/ATAU KETERANGAN DALAM RANGKA PEMBATALAN SPPT, SKP PBB,
ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB. Dalam hal yang diajukan permohonan pembatalan adalah
SPPT, isian ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek
Pajak.

Diisi tanggal SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimintakan kepada Wajib
Pajak.

Diisi nama petugas yang meneliti permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar.

Diisi jabatan petugas yang meneliti permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
yang tidak benar.

Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan
akan diberikan.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



T. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
DALAM RANGKA PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN
PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor S (2) e (3)
Sifat . Segera
Hal :  Permintaan Dokumen, Data, Informasi,

dan/ atau Keterangan Tambahan Dalam

Rangka Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP

PBB*) Yang Tidak Benar Berdasarkan

Permohonan
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ................... (5) tanggal .....cceviiivinnn (6) hal Permohonan
Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*) atas SPPT/SKP PBB/STP PBB¥*)
NnOMOr ............ (7) tanggal .............. (8), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data,
informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
P ;

2 ;
2 dst. (9)

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut
agar diberikan kepada:

nama Lt eeeaaee e e ee e e e (10)
jabatan e eee e aee e eeeaeeeea e e aee e eeeeaeeeaeee e e e aaa et et e e e e raas (11)
tempat e eeeeee e ee e e e et e e e e e e e res (12)
paling lama .............. (13) hari kerja sejak tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan Saudara tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (15)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBATALAN SPPT,
SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB. Dalam hal yang diajukan permohonan pembatalan adalah
SPPT, isian ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek
Pajak.

Diisi tanggal SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang dimintakan kepada
Wajib Pajak.

Diisi nama petugas yang meneliti permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar.

Diisi jabatan petugas yang meneliti permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
yang tidak benar.

Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan
tambahan akan diberikan.

Diisi jangka waktu paling lama dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan
harus diberikan (angka dan huruf).

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



u. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI TERKAIT PEMBATALAN SPPT,
SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor S (2) e (3)
Sifat . Segera
Hal :  Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Dalam

Rangka Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*)

Yang Tidak Benar
YEh. o
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............... (5) tanggal ............... (6) hal Permintaan

Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar nomor ................... (7) tanggal ......coocennnen. (8),

dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib
Pajak, dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*)
yang tidak benar Saudara pada:

hari/tanggal P ; (9)
lokasi e ; (10)

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan
memberikan bantuan seperlunya kepada petugas.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU
KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI TERKAIT PEMBATALAN SPPT,
SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR

Nomor (1) . Diisi kepala surat.

Nomor (2) :  Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) :  Diisi nomor surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Nomor (6) . Diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Nomor (7) : Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB. Dalam hal yang diajukan permohonan pembatalan adalah
SPPT, isian ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek
Pajak.

Nomor (8) . Diisi tanggal SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Nomor (9) : Diisi hari dan tanggal peninjauan lokasi dilaksanakan.

Nomor (10) : Diisi lokasi dilaksanakannya peninjauan.

Nomor (11) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (12) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan *) : Diisi salah satu pilihan yang sesuai.



V. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ...vvvveeeeieiiinennn. (1)

TENTANG

PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG/SURAT

KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/SURAT TAGIHAN PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*) YANG TIDAK BENAR
KARENA PERMOHONAN WAIJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak yang pertama/kedua*) atas nama .............. (2)
(lo]g pYo] SR (3) tanggal ............... (4) yang diterima oleh .............. (5)
tanggal .........ooeeennnn (6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor
........... (7) tanggal ................ (8), Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan
SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar nomor ............ (9) tanggal .............. (10)
Tahun Pajak ................ (11);

bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai laporan penelitian pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar nomor
...................... (12) tanggal ....cvvvvvvivvinnnnnn. (13);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan SPPT/SKP
PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda
Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG/SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/SURAT TAGIHAN
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*) YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAIJIB

PAJAK.

1. Mengabulkan/Menolak*) permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak
benar dalam surat Wajib Pajak nomor .............. (3) tanggal .......... (4).

2. Membatalkan/Mempertahankan*) SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor ............. (9)
tanggal ........ocvni (10) Tahun Pajak ........... (11)

atas:

Wajib Pajak e (2)

NPWP s (14)

Alamat Wajib Pajak e (15)

NOP e (16)

Alamat Objek Pajak e (17)

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur
Jenderal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.

Wajib Pajak
Direktur Jenderal Pajak



Ditetapkandi ................. (19)
pada tanggal ................. (20)

. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.................................... (21)



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB,
ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Diisi nomor keputusan.

Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB atau
STP PBB yang tidak benar.

Diisi nomor surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB atau STP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi nama KPP yang menerima surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB atau STP PBB
yang tidak benar.

Diisi tanggal surat permohonan diterima.
Diisi nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Diisi tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB. Dalam hal yang diajukan permohonan pembatalan adalah
SPPT, isian ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek
Pajak.

Diisi tanggal diterbitkannya SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi tahun pajak yang tercantum dalao SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi nomor laporan penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB atau STP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal laporan penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB atau STP PBB yang tidak benar.
Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi alamat objek pajak.

Diisi Kepala KPP penerbit SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Diisi tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Diisi nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



W. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG
TIDAK BENAR:

Nomor T, (1) e (2)
Lampiran N, (3)
Hal :  Pencabutan Permohonan Pembatalan

SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Yang
Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP .......cccovvviiiiiinnns

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e (5)
NPWP ettt e e (6)
Jabatan e reeeeeee e eaeee et (7)
Alamat e (8)
Nomor Telepon A PP (9)
bertindak selaku : [ ] wajib Pajak [ ] wakil [ ]kuasa

dari Wajib Pajak

Nama e e ee e e e e (10)
NPWP PP (11)
Alamat e (12)
atas objek pajak:

NOP PP (13)
Alamat e e ee e e e e (14)

bersama ini mengajukan pencabutan atas surat permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak
benar yang pertama/kedua*):

Nomor e reeeeeeeraaeeeaee et (15)
Tanggal e (16)
Perihal Surat e e e e (17)
Penandatangan e eeeea e raeeraer et (18)
Bertindak selaku e (19)
Nomor tanda terima e e e e e e e (20)
Tanggal tanda terima e eeeeeeeeraaeeraee et (21)

Demikian surat pencabutan atas permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar kami
sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

(23)

Keterangan:
1. Beritanda X pada [ | yang sesuai.
2. *) Coret yang tidak sesuai.



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)

Nomor (22)

Nomor (23)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN PEMBATALAN
SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR

Diisi nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.

Diisi nama kota dan tanggal surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP
PBB yang tidak benar ditandatangani.

Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT,
SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak PBB terdaftar.

Diisi nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permohonan
pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat
pencabutan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permohonan pembatalan
SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar dan dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak orang
pribadi, isian ini tidak perlu diisi.

Diisi alamat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permohonan
pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi nomor telepon Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan
permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi nama Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB,
atau STP PBB yang tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan permohonan
pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa
dari Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak dalam hal surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB,
atau STP PBB yang tidak benar ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.

Diisi alamat objek pajak.

Diisi nomor surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
Diisi perihal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi nama penandatangan surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar.

Diisi Wajib Pajak, wakil, atau kuasa.

Diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak
benar.

Diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
diterima.

Diisi alasan Wajib Pajak mengajukan pencabutan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau
STP PBB yang tidak benar.

Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa yang mengajukan pencabutan
permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.



X. CONTOH FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU
STP PBB YANG TIDAK BENAR:

1. DALAM HAL PENCABUTAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK
BENAR DISETUJUI:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat P (4)
Hal :  Persetujuan Pencabutan Permohonan

Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*)

Yang Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*)
Yth. e
............................................... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............. (6) tanggal ............ (7) yang diterima tanggal
............... (8) hal Pencabutan Permohonan Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar Yang
Pertama/Kedua*) nomor ............... (9) tanggal ............ (10), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai
berikut:

1. Sampai dengan diterimanya surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang
tidak benar Saudara, permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar Saudara belum
diterbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan/Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan*) Yang Tidak Benar.

2. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan
Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan
Bangunan, Yang Tidak Benar, pencabutan permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak
benar Saudara disetujui.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN
PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK
BENAR DALAM HAL PENCABUTAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT,
SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR DISETUJUI

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi sifat surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar.

Diisi tanggal surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar.

Diisi tanggal surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar diterima.

Diisi nomor surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.
Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



2. DALAM HAL PENCABUTAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK
BENAR DITOLAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat P (4)
Hal Penolakan Pencabutan Permohonan

Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*)

Yang Tidak Benar Yang Pertama/Kedua*)
Yth. e
............................................... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............... (6) tanggal ............. (7) yang diterima tanggal
................... (8) hal Pencabutan Permohonan Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar Yang
Pertama/Kedua*) nomor ............... (9) tanggal ............... (10), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai
berikut:

1. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar Saudara

telah diterbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan/Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan*) Yang Tidak
Benar nomor .............. (11) tanggal ............ (12).

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan
Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan
Bangunan, Yang Tidak Benar, pencabutan permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak
benar Saudara ditolak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN PERMOHONAN
PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR DALAM
HAL PENCABUTAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB,
ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR DITOLAK

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi sifat surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak
benar.

Diisi tanggal surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak
benar.

Diisi tanggal surat pencabutan permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak
benar diterima.

Diisi nomor surat permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar.
Diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar.
Diisi nomor surat keputusan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar.
Diisi tanggal surat keputusan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar.
Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



Y. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN:

1. DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor S (2) e (3)
Sifat . Segera
Hal :  Permintaan Dokumen, Data, Informasi,

Dan/Atau Keterangan Dalam Rangka

Pengurangan Denda Administrasi PBB

Secara Jabatan
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat tugas nomor ................... (5) tanggal ...l (6) hal Penelitian

Pengurangan Denda Administrasi PBB atas SKP PBB/STP PBB*) nomor ............ (7) tanggal .............. (8),

dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

A ;
L= T ;
7 dst. (9)

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut
agar diberikan kepada:

nama ettt eeeeee e ee e et e e et e e e e e et e e res (10)
jabatan PP (11)
tempat e eaeeeaeeeeaaeeea e e aee e eee e e eeeaaeeeaaeeaaa et et e e e raas (12)
paling lama .............. (13) hari kerja sejak tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian pengurangan denda administrasi
PBB tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (15)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB SECARA JABATAN

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat tugas penelitian pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat tugas penelitian pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tanggal diterbitkannya SKP PBB atau STP PBB.

Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimintakan kepada Wajib
Pajak.

Diisi nama petugas yang melakukan penelitian pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi jabatan petugas yang melakukan penelitian pengurangan denda administrasi PBB.

Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
akan diberikan.

Diisi jangka waktu paling lama dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan harus
diberikan (angka dan huruf).

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Diisi salah satu pilihan yang sesuai.



2. DALAM RANGKA PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Permintaan Dokumen, Data, Informasi,

Dan/Atau Keterangan Dalam Rangka

Pengurangan SPPT/SKP PBB*) Yang

Tidak Benar Secara Jabatan
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat tugas nomor ................. (5) tanggal .......coonenn (6) hal Penelitian

Pengurangan SPPT/SKP PBB*) Yang Tidak Benar atas SPPT/SKP PBB*) nomor ............. (7) tanggal ............. (8),

dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

................................... dst. (9)

W=

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar
diberikan kepada:

nama et eeeaaee e aeeeaeeeeaeeeea e e aee e eeerateeeee e e e aaa et et e e e e aaaree et (10)
jabatan ettt eeeeee e eeeeaee e e e e et e e e e e e e e (11)
tempat PP (12)
paling lama .............. (13) hari kerja sejak tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian pengurangan SPPT/SKP PBB¥*)
yang tidak benar tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (15)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN DALAM RANGKA PENGURANGAN SPPT ATAU SKP
PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat tugas penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
Diisi tanggal surat tugas penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Diisi nomor SKP PBB. Dalam hal yang dilakukan penelitian pengurangan adalah SPPT, isian ini
diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek Pajak.

Diisi tanggal diterbitkannya SPPT atau SKP PBB.

Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimintakan kepada Wajib
Pajak.

Diisi nama petugas yang melakukan penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar.

Diisi jabatan petugas yang melakukan penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar.

Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan
akan diberikan.

Diisi jangka waktu paling lama dokumen, data, informasi dan/atau keterangan harus diberikan
(angka dan huruf).

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai



3. DALAM RANGKA PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor S (2) e (3)
Sifat . Segera
Hal :  Permintaan Dokumen, Data, Informasi,

Dan/Atau Keterangan Dalam Rangka

Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Yang

Tidak Benar Secara Jabatan
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat tugas nomor .................... (5) tanggal .............. (6) hal Penelitian Pembatalan

SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor ............. (7) tanggal

.................. (8), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

P ;
2 ;
7 dst. (9)

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar
diberikan kepada:

nama ettt eeeeee e ee e et e e et e e e e e et e e res (10)
jabatan PP (11)
tempat e eaeeeaeeeeaaeeea e e aee e eee e e eeeaaeeeaaeeaaa et et e e e raas (12)
paling lama ................ (13) hari kerja sejak tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian pembatalan SPPT/SKP PEB/STP
PBB*) yang tidak benar tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (15)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN DALAM RANGKA PEMBATALAN SPPT, SKP PBB,
ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat tugas penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi tanggal surat tugas penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak
benar.

Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB. Dalam hal yang dilakukan penelitian pembatalan adalah
SPPT, isian ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek
Pajak.

Diisi tanggal diterbitkannya SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimintakan kepada Wajib
Pajak.

Diisi nama petugas yang melakukan penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar.

Diisi jabatan petugas yang melakukan penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
yang tidak benar.

Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan
akan diberikan.

Diisi jangka waktu paling lama dokumen, data, informasi dan/atau keterangan harus diberikan
(angka dan huruf).

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



Z. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI TERKAIT PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SECARA JABATAN:

1. DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Dalam

Rangka Pengurangan Denda Administrasi

PBB Secara Jabatan
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat tugas nomor .................... (5) tanggal ........coeenlll (6) hal Penelitian

Pengurangan Denda Administrasi PBB nomor .................... (7) tanggal ............... (8), dengan ini diberitahukan

bahwa akan dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain
yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pengurangan denda administrasi secara jabatan pada:

hari/tanggal PP ; (9)
lokasi e ; (10)

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan
memberikan bantuan seperlunya kepada petugas.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU
KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI DALAM RANGKA
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB SECARA JABATAN

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat tugas penelitian pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi tanggal surat tugas penelitian pengurangan denda administrasi PBB.
Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tanggal SKP PBB atau STP PBB.

Diisi hari dan tanggal peninjauan lokasi dilaksanakan.

Diisi lokasi dilaksanakannya peninjauan.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Diisi salah satu pilihan yang sesuai.



2. DALAM RANGKA PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Dalam

Rangka Pengurangan SPPT/SKP PBB*)

Yang Tidak Benar Secara Jabatan
Yth. e
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat tugas nomor .................. (5) tanggal ............. (6) hal Penelitian Pengurangan

SPPT/SKP PBB*) Yang Tidak Benar nomor .................. (7) tanggal ............. (8), dengan ini diberitahukan

bahwa akan dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain
yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar secara jabatan pada:

hari/tanggal PP ; (9)
lokasi e ; (10)

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan
memberikan bantuan seperlunya kepada petugas.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU
KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI DALAM RANGKA
PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

Nomor (1) : Diisi Kepala surat.

Nomor (2) :  Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi nomor surat tugas penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Nomor (6) : Diisi tanggal surat tugas penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Nomor (7) : Diisi nomor SKP PBB. Dalam hal yang dilakukan penelitian pengurangan adalah SPPT, isian ini
diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek Pajak.

Nomor (8) : Diisi tanggal SPPT atau SKP PBB.

Nomor (9) : Diisi hari dan tanggal peninjauan lokasi dilaksanakan.

Nomor (10) : Diisi lokasi dilaksanakannya peninjauan.

Nomor (11) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (12) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Keterangan *) : Diisi salah satu pilihan yang sesuai.



3. DALAM RANGKA PEMBATALAN SPPT, SKP PBB ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............................... (1)

Nomor LS (2) e (3)
Sifat : Segera
Hal :  Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Dalam

Rangka Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP

PBB*) Yang Tidak Benar Secara Jabatan
Yth,
............................................... (4)

Sehubungan dengan surat tugas nomor .............. (5) tanggal .....ceveuvenn (6) hal Penelitian Pembatalan

SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar nomor ............... (7) tanggal ............... (8), dengan ini

diberitahukan bahwa akan dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak,
dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang
tidak benar secara jabatan pada:

hari/tanggal L e ; (9)
lokasi e ; (10)

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan
memberikan bantuan seperlunya kepada petugas.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU
KETERANGAN MELALUI PENINJAUAN LOKASI DALAM RANGKA PEMBATALAN
SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

Diisi kepala surat.

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi nomor surat tugas penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.

Diisi tanggal surat tugas penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak
benar.

Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB. Dalam hal yang dilakukan penelitian pembatalan adalah
SPPT, isian ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek
Pajak.

Diisi tanggal SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi hari dan tanggal peninjauan lokasi dilaksanakan.

Diisi lokasi dilaksanakannya peninjauan.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Diisi salah satu pilihan yang sesuai.



AA. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SECARA JABATAN:
1. SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB SECARA JABATAN:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- .....vvvveennn.. (1)

TENTANG

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/
SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*)

SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang Tooa. bahwa berdasarkan surat tugas dari Kepala ................. (2) nomor ........ceeuennnn. (3)
tanggal ............. (4), Kepala ........vuvee (2) menugaskan penelitian pengurangan
denda administrasi PBB atas SKP PBB/STP PBB*) secara jabatan nomor ............. (5)
tanggal .....cccevenennt. (6) Tahun Pajak ............... (7);

b. bahwa atas surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai laporan penelitian pengurangan denda administrasi PBB secara jabatan nomor
.................. (8) tanggal ........cceeneee. (9);

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Denda
Administrasi PBB Atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan/Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan*);

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda
Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI

PBB ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*) SECARA JABATAN.

PERTAMA :  Mengurangkan jumlah denda administrasi PBB dalam SKP PBB/STP PBB*) nomor....... (5)
tanggal ............... (6) Tahun Pajak .......ccovvvvvvnnen. (7)
atas:
Wajib Pajak s (10)
NPWP e (11)
Alamat Wajib Pajak @ o s (12)
NOP PP (13)
Alamat Objek Pajak & .o e (14)
sebesar N Y ) (15)
dari besarnya denda administrasi PBB.
KEDUA :  Penghitungan besarnya denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA
adalah sebagai berikut:
1. denda administrasi
2. besarnya pengurangan
(hevevnenns % (17) XRp vvvviiiiiinnnne, (16))
3. denda administrasi setelah pengurangan
KETIGA :  Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur

Jenderal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT :  Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak
2. Direktur Jenderal Pajak



Ditetapkandi ................. (21)
pada tanggal ................. (22)

. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.................................... (23)



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB SECARA JABATAN

Diisi nomor keputusan.

Diisi unit kerja penerbit surat tugas penelitian pengurangan denda administrasi PBB secara
jabatan.

Diisi nomor surat tugas penelitian pengurangan denda administrasi PBB secara jabatan.
Diisi tanggal surat tugas penelitian pengurangan denda administrasi PBB secara jabatan.
Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tanggal SKP PBB atau STP PBB.

Diisi tahun pajak yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.

Diisi nomor laporan penelitian pengurangan denda administrasi PBB secara jabatan.
Diisi tanggal laporan penelitian pengurangan denda administrasi PBB secara jabatan.
Diisi nama Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.

Diisi alamat objek pajak.

Diisi persentase pengurangan denda administrasi PBB yang diberikan (dalam angka dan
huruf).

Diisi jumlah denda administrasi PBB yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB.
Diisi persentase pengurangan atas denda administrasi PBB dalam angka.
Diisi jumlah pengurangan atas denda administrasi PBB.

Diisi jumlah denda administrasi PBB setelah pengurangan (nomor 16 dikurangi dengan nomor
18).

Diisi Kepala Kanwil DJP yang membawahkan KPP penerbit SKP PBB atau STP PBB.
Diisi nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Diisi tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Diisi nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



2.

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SPPT ATAU SKP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ....vvvvrennnee. (1)

TENTANG
PENGURANGAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG/
SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN¥*)
YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa berdasarkan surat tugas dari Kepala ............ (2) nomor .......... (3) tanggal
................ (4), Kepala ................ (2) menugaskan penelitian pengurangan SPPT/SKP
PBB*) yang tidak benar secara jabatan nomor ............. (5) tanggal ........... (6) Tahun
Pajak .............s (7);

bahwa atas surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai laporan penelitian pengurangan SPPT/SKP PBB*) yang tidak benar secara
jabatan nomor ............... (8) tanggal .....cvvvuvvnnn (9);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan SPPT/SKP
PBB*) Yang Tidak Benar Secara Jabatan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1933 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda
Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG/SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*) YANG TIDAK
BENAR SECARA JABATAN.

Mengurangkan jumlah PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB*) nomor ......... (5) tanggal
................. (6) Tahun Pajak ........... (7) atas:

Wajib Pajak s (10)

NPWP e (11)

Alamat Wajib Pajak @ o s (12)

NOP PP (13)

Alamat Objek Pajak @ i e (14)

Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah
sebagai berikut:

_ Luas (m?2) NJOP/m? (Rp) Keteta
Uraian
Bumi Bangunan Bumi Bangunan pan
Semula ... (16) ... (17) ... (18) ... (19) ... (20)
Pengurangan Pertama ... (21) ... (22) ... (23) ... (24) ... (25)
Menjadi ... (26) ... (27) ... (28) ... (29) ... (30)

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur
Jenderal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.

Wajib Pajak
Direktur Jenderal Pajak



Ditetapkandi ................. (32)
pada tanggal ................. (33)

. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.................................... (34)



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)
Nomor (27)

Nomor (28)

Nomor (29)
Nomor (30)
Nomor (31)
Nomor (32)
Nomor (33)
Nomor (34)
Nomor (35)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SPPT ATAU
SKP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

Diisi nomor keputusan.

Diisi unit kerja penerbit surat tugas penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar secara jabatan.

Diisi nomor surat tugas penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar secara
jabatan.

Diisi tanggal surat tugas penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar secara
jabatan.

Diisi nomor SKP PBB. Dalam hal yang dilakukan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar secara jabatan adalah SPPT, isian ini diisi sesuai dengan ketentuan penomoran SPPT
yang berlaku atau Nomor Objek Pajak.

Diisi tanggal diterbitkannya SPPT atau SKP PBB.
Diisi tahun pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB.

Diisi nomor laporan penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar secara
jabatan.

Diisi tanggal laporan penelitian pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar secara
jabatan.

Diisi nama Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB.

Diisi alamat objek pajak.

Diisi PBB yang terutang berdasarkan hasil penelitian pengurangan (angka dan huruf).
Diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKP PBB.

Diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKP PBB.

Diisi NJOP bumi per m?2 sesuai SPPT atau SKP PBB.

Diisi NJOP bangunan per m?2 sesuai SPPT atau SKP PBB.
Diisi jumlah PBB yang terutang sesuai SPPT atau SKP PBB.
Diisi pengurangan luas bumi berdasarkan hasil penelitian pengurangan.

Diisi pengurangan luas bangunan berdasarkan hasil penelitian pengurangan.

Diisi pengurangan NJOP bumi per m?2 berdasarkan hasil penelitian pengurangan.

Diisi pengurangan NJOP bangunan per m2 berdasarkan hasil penelitian pengurangan.
Diisi pengurangan jumlah PBB yang terutang berdasarkan hasil penelitian pengurangan.
Diisi luas bumi berdasarkan hasil penelitian pengurangan.

Diisi luas bangunan berdasarkan hasil penelitian pengurangan.
Diisi NJOP bumi per m?2 berdasarkan hasil penelitian pengurangan.

Diisi NJOP bangunan per m2 berdasarkan hasil penelitian pengurangan.

Diisi jumlah PBB yang terutang berdasarkan hasil penelitian pengurangan.

Diisi Kepala Kanwil DJP yang menbawahkan KPP penerbit SPPT atau SKP PBB.

Diisi nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Diisi tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Diisi nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.



3.

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA
JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ....ovvvveeeeennn. (1)

TENTANG

PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG/
SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/
SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*)
YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

a. bahwa berdasarkan surat tugas dari Kepala .............. (2) nomor ........... (3) tanggal
............ (4), Kepala ............... (2) menugaskan penelitian pembatalan SPPT/SKP
PBB/STP PBB*) yang tidak benar secara jabatan nomor ............ (5) tanggal .......... (6)
Tahun Pajak ............ (7);

b. bahwa atas surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai laporan penelitian pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar secara
jabatan nomor .............. (8) tanggal ............ (9);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan SPPT/SKP
PBB/STP PBB*) Yang Tidak Benar Secara Jabatan;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda
Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN

PAJAK TERUTANG/SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/SURAT TAGIHAN
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*) YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN.

Membatalkan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor .............. (5) tanggal .............. (6) Tahun
Pajak ............. (7) atas:

Wajib Pajak s (10)

NPWP e (11)

Alamat Wajib Pajak @ o s (12)

NOP PP (13)

Alamat Objek Pajak & .o e (14)

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur
Jenderal ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak
2. Direktur Jenderal Pajak

Ditetapkandi ................. (16)
pada tanggal ................. (17)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.................................... (18)



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)

Keterangan *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SPPT, SKP PBB,
ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

Diisi nomor keputusan.

Diisi unit kerja penerbit surat tugas penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar secara jabatan.

Diisi nomor surat tugas penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
secara jabaran.

Diisi tanggal surat tugas penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
secara jabatan.

Diisi nomor SKP PBB atau STP PBB. Dalam hal yang dilakukan pembatalan SPPT, SKP PBB,
atau STP PBB yang tidak benar secara jabatan adalah SPPT, isian ini diisi sesuai dengan
ketentuan penomoran SPPT yang berlaku atau Nomor Objek Pajak.

Diisi tanggal diterbitkannya SPPT, SKP PBE, atau STP PBB.
Diisi tahun pajak yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi nomor laporan penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
secara jabatan.

Diisi tanggal laporan penelitian pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
secara jabatan.

Diisi nama Wajib Pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi alamat Wajib Pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

Diisi alamat objek pajak.

Diisi Kepala Kanwil DJP yang membawahkan KPP penerbit SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.
Diisi nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Diisi tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Diisi nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



